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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR  25 TAHUN 2017 

Kk 

TENTANG 

 

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105, Pasal 107, 

dan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama diisi oleh kalangan PNS yang mempunyai 

kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan yang lowong 

dengan memenuhi standar kompetensi jabatan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi 

Manajerial Bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk menyelenggarakan pengisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penempatan pejabat 

sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar 

Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sampang.  

 



- 2 - 
 

Sekda Asisten 
I 

Kabag. 
Hukum 

Kabag 
Organisasi 

Kasubag 
PHP 

Staf 
PHP 

Staf 
PHP 

       

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Reublik 

Indonesia Nomor 6037); 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur 

Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi 

Pemerintah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2016 Nomor 7); 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI 

MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal I 

1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk 

menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika 

profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. 

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang- undangan. 

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara 

tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

5. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama pada Pemerintah Kabupaten Sampang. 

6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada 

Pemerintah Kabupaten Sampang yang setara dengan jabatan struktural    

eselon II. 

7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat dengan PyB adalah pejabat 

yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah 

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, 

dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

9. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. 

10. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. 
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11. Standar Kompetensi Manajerial PNS yang selanjutnya disebut Standar 

Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang 

harus dimiliki oleh PNS dalam melaksanakan tugas jabatan. 

12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak seorang PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sampang. 

13. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas 

dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas 

jabatan. 

14. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas 

jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang 

jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. 

15. Kegiatan Utama adalah tahapan substantif untuk menghasilkan hasil 

kerja setiap tugas, tanpa kegiatan utama tersebut hasil kerja tidak 

dapatdihasilkan. 

16. Kata Kunci adalah esensi kemampuan/kompetensi dan atau indikator 

perilaku untuk efektivitas keberhasilan kerja. 

17. Kamus Kompetensi Manajerial adalah kumpulan kompetensi yang 

meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, kata kunci dan level 

kompetensi. 

 

 

BAB II 

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

 

Pasal 2 

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan 

Standar Kompetensi Jabatan yang wajib dimilki oleh setiap PNS yang menduduki 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan sebagai dasar penyusunan/pengembangan 

kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 

 

Pasal 3 

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bertujuan untuk 

mendukung terwujudnya profesionalisme Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. 
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Pasal 4 

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang 

 

Ditetapkan di  : Sampang 

Pada tanggal   : 21  April  2017   

 

WAKIL BUPATI  SAMPANG, 

ttd 

H. FADHILAH BUDIONO 

 

Diundangkan di : Sampang 

pada tanggal  : 21  April   2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

ttd 

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.SI 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19610114 198603 1 008 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 25 

 


